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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang 

Pidana itu adalah nestapa yang dikenakan negara kepada orang yang melanggar 

Undang-undang,
1
 lalu apa pengertian dari hukum pidana? kalau merujuk kepada 

pengertian para ahli maka arti hukum pidana adalah demikian: 

1. W. P. J. Pompe: Hukum pidana merupakan hukum yang sama saja dengan 

hukum perdata, tata negara dan bagian bagian hukum lain, biasanya diartikan 

sebagai suatu keseluruhan peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat 

umum dan di abstraksi dari keadan keadan yang bersifat konkret.
2
 

2. Simons: Hukum pidana itu adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan 

keharusan yang terhadap pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat 

hukum umum lainnya telah dihubungkan dengan penderitaan  yang bersifat 

khusus.
3
 

3. George Whitcross Paton: Pengertian hukum pidana mungkin dapat dengan 

mudah dibedakan dari cabang-cabang hukum privat namun cukup sulit jika 

                                                
1 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: P.T Alumni) hlm 110. 
2 P. A. F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Aditya Bakti, 2011) 

hlm 3. 
3 Ibid. hlm 4. 
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4. ingin membedakan nya dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang 

perdata, akan tetapi kita dapat membedakan nya dengan mengetahui jika 

hukum pidana berada dalam hukum publik sementara perdata tidak.
4
 

5. Moeljatno: Hukum pidana adalah bagian dari suatu keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar peraturan guna 

menentukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan mana yang tidak 

boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa bagi mereka yang 

melanggar dapat dijatuhi pidana serta menentukan cara atau bagaimana 

pengenaan pidana itu akan dilakukan.
5
 

Jika pidana adalah nestapa maka penjatuhan pidana haruslah dalam nafas 

keadilan, didukung dengan hukum pidana yang juga adil, Thomas Aquinas menyebut 

jika sesungguhnya esensi dari sebuah negara adalah mengatur hubungan antar warga 

negara dengan hukum yang adil,
6
 artinya tidak semata-mata hukum an sich, tapi 

sebuah hukum yang adil. 

Praktik-praktik yang unjust dalam memperlakukan pelaku kejahatan atau melanggar 

hukum ternyata sudah dikenal dan pernah ada sejak zaman berlakunya code of 

hammurabi di mana ada aturan yang berisi jika anak perempuan seorang dari 

kalangan biasa mati karena terbunuh, pelaku bertanggung jawab dengan membayar 

                                                
4 G. W. Paton, A Text Book of Jurisprudence (London: Oxford University Press, 1953) hlm 284. 
5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta) hlm 1. 
6  Charles P. Nemeth, Aquinas in the Courtroom: Lawyers, Judges and Judicial Conduct 

(Westport: Praeger Publishers, 2001) hlm 74. 
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denda, namun jika yang terbunuh adalah anak perempuan dari seorang gentleman
7
 

maka pelaku akan dihadapkan kepada hukuman mati,
8
 sudah 4000

9
 tahun lalu praktik 

ini dilakukan, namun ironis, sampai sekarang ketidak-adilan masih saja ada bahkan 

tumbuh subur. 

Akhirnya guna membela wajah Titanides Themis
10

 yang terlanjur malu, kita 

mengatakan jika itu hanya perilaku dari oknum yang culas, bukan hukum nya, tidak 

jarang juga kita mengeluarkan teori-teori yang tidak semua masyarakat paham, 

hukum pidana bagi masyarakat adalah praktik, praktik yang diharapkan melindungi 

setiap individu dalam negara, hal ini penting  mengingat negara hukum Indonesia 

adalah negara hukum monodualis.
11

 

Pidana masih menjadi idola masyarakat apabila menemui masalah dengan 

hukum, tak heran jika Thomas Stamford Raffles dalam bukunya history of java 

mengatakan jika masyarakat Indonesia itu pada dasarnya sifatnya pendendam, 

masyarakat tidak puas jika pelaku perbuatan pidana tidak sampai dijebloskan ke 

                                                
7 Dalam makna aslinya Gentleman berarti orang yang terhormat, bangsawan, pemilik tanah, 

keluarga terhormat lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definition of the Terms and 

Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, (USA: West Publishing 
Company, 1979) hlm 618. 

8 Mitchel P. Roth, Crime and Punishment: A History of the Criminal Justice System (USA: 

Wadsworth Cengage Learning, 2010) hlm 5. 
9 Ibid. hlm 4. 
10 Themis di ketahui bukanlah seorang Dewi sebagaimana di gambarkan selama ini melainkan 

dari bansga lain yaitu titanides, pemahaman tentang Dewa dan Dewi dalam mitologi Yunani lihat 

Lloyd E. Smith, Greek and Roman Mythology, terj. Shita Athya (Surabaya: Ecosystem Publishing, 

2018) hlm 8. 
11 Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa (Yogyakarta: Paradigma, 2009) hlm 

111. 
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penjara,
12

 pidana dianggap sebagai cambuk pembalasan, lex talionis atau principle of  

an eye for an eye,
13

 budaya hukum yang semacam ini memang perlu ditinggalkan, 

karena sejatinya hukum adalah alat untuk mensejahterakan dan membahagiakan 

manusia, bukan mencari kesalahan dan menyengsarakan nya,
14

 

Kalau kita mengingat sebuah ungkapan hukum klasik dalam bahasa Belanda 

yang berbunyi het recht hikt achter de feiten ann 
15

 yang berarti hukum itu tertinggal 

dari peristiwanya, jelas saja negara perlu terus melakukan evaluasi terhadap hukum, 

sebab hukum dan penegakan hukum akan selalu berkembang seiring berjalanya 

waktu, ambil contoh penggunaan fingerprint dalam melakukan investigasi, sidik jari 

pertama kali manfaatkan di UK pada tahun 1902 pada kasus Harry Jackson, polisi 

menemukan fingerprint dalam investigasi di jendela tempat di mana dia melakukan 

aksi perampokan, selanjutnya contoh kemajuan-kemajuan hukum pidana dapat kita 

lihat pada tahun 1911 pada kasus Thomas Jennings, ia menjadi orang pertama di 

Amerika serikat yang didakwa berdasarkan bukti ditemukannya fingerprint dalam 

kasus pembunuhan yang ia lakukan,
16

 hari ke hari adalah suatu kepastian akan 

semakin banyak kejahatan konvensional yang dilakukan dengan modus operandi 

                                                
12 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016) hlm 2. 
13 Buku khusus yang membahas prinsip ini lihat Mitchel. P. Roth, An Eye for an Eye: A Global 

History of Crime and Punishment (London: Reaktion Books, 2014) hlm 26. 
14 Esmi Warassih. Et al., Menyibak Kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman 

Gusman (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) hlm 105. 
15 Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana (Jakarta: 

Erlangga) hlm 1. 
16 Micheal Kerrigan, Et. Al., The Crime Book (Great Britain: Dorling Kindersley Limited, 2017) 

hlm 214. 
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yang semakin canggih
17

 karena kejahatan itu ibarat duri dalam daging dan pasir 

dalam mata, permasalahan kejahatan aka ada dan tetap bertahan sampai dunia ini 

berakhir,
18

 dengan menegaskan pengertian pidana dalam arti subjektif yang memiliki 

arti hak negara untuk melakukan penegakan hukum dan mengaitkan pelanggaran 

terhadap peraturan yang ada
19

 maka hak itu harus dimanfaatkan dan dikerjakan dalam 

aspek mensosialisasikan dan membudayakan, agar masyarakat juga bertanggung 

jawab terhadap hukum, sebab hukum tidak hanya berada di dalam peguasaan ahli 

hukum dan penegak hukum.
20

 

Negara adalah perwujudan dari keseluruhan  hukum,
21

 maka dari itu ketika 

berbicara hukum pidana secara tidak langsung kita juga akan membahas proses 

administrasi katakanlah dalam peradilan, keperdataan antara Advokat dan klien, serta 

sebagaimana yang sudah penulis pelajari pada semester awal berkuliah di fakultas 

hukum, dalam negara ada sistem hukum, sistem hukum terbagi atas 3 bagian yaitu 

legal substance, legal culture, dan legal structure, ketiga bagian ini merupakan 

bagian-bagian yang sangat tergantung satu dengan yang lainnya, seperti yang 

diucapkan oleh ahli hukum Lawrence M. Friedman yang mengandaikan jika legal 

structure itu ibarat mesin dari hukum, legal substance sebagai apa yang dihasilkan 

                                                
17 Op. cit. hlm 2. 
18 J. E. Sahetapy, Teori Kriminologi: Suatu Pengantar (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1992) hlm 

60. 
19 P.A.F Lamintang, Loc.cit. 
20 Ian Ward, An Introductiont to Critical Legal Theory (United kingdom: Cavendish Publishing, 

1998) hlm 182. 
21 Jimly Asshidiqie, M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2012) hlm 77. 
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mesin hukum itu dan bagaimana dia bekerja, serta legal culture sebagai suatu 

keputusan masyarakat apakah mematikan atau menghidupkan mesin dari sistem 

hukum itu,
22

 3 hal yang menurut penulis apabila tidak berjalan baik dan serasi akan 

menghasilkan gap antara masyarakat dengan hukum dan  hukum terhadap keadilan. 

Begitu pula halnya dengan penerapan kleurloos opzet dalam pertimbangan 

hakim, apabila substansi hukum ini sekedar diterapkan dan tidak didukung dengan 

faktor-faktor lain penunjang efektivitas penegakan hukum, akan timbul masalah-

masalah yang tidak kecil, oleh sebab itu kini penulis akan menjelaskan secara ringkas 

apa itu kleurloos opzet yang akan dijadikan pokok bahasan dalam tulisan ini nantinya, 

dimulai dari menjelaskan dolus/opzet secara luas dan kemudian terakhir menjelaskan 

kleurloos opzet secara khusus. 

Opzet atau bisa juga disebut dolus secara abstrak dalam hukum pidana 

merupakan substansi yang penting dalam mempelajari ilmu hukum pidana, doktrin 

tentang dolus sudah berkembang dalam waktu yang panjang dan oleh sebab itu sangat 

banyak doktrin tentang dolus di dalam lalu lintas hukum pidana yang dapat dijelaskan 

secara panjang lebar, dolus juga berarti kesengajaan
23

 dalam ilmu hukum pidana, 

kesengajaan atau dolus oleh para penulis sering di tulis dengan kata opzet sebagai 

kesengajaan dan lawan dari dolus adalah culpa atau ketidak sengajaan, maka jelaslah 

pada dasarnya opzet itu  oleh  pembentuk undang juga dimaksudkan untuk memberi 

                                                
22 Lawrence M. Friedman, Grant M. Hayden, American Law: An Introduction Third Edition 

(USA: Oxford University Press, 2017) hlm 6. 
23 P.A.F Lamintang, Op. cit., hlm 276. 
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arti yaitu kesengaajn atau dolus,
24

 dolus dapat dibagi dalam banyak gradasi dalam 

ilmu hukum pidana, contoh-contoh dolus dalam ilmu hukum pidana dapat kita lihat 

sebagai berikut: 

1. Dolus inderictus: dolus inderictus adalah jenis dolus yang sudah 

ditinggalkan, sebab penggunaan dolus ini akan membawa kita kepada cara 

berfikir kuno  atau yang disebut verzari in re illicita, yang berarti setiap 

akibat yang ditimbulkan dari opzet adalah hal yang di diperhitungkan 

sebagai nilai yang sama.
25

 

2. Dolus malus: dolus malus adalah jenis dolus yang menyatakan jika opzet 

seseorang adalah perbuatan yang dengan kesadaran nya ia telah melakukan 

perbuatan yang melawan hukum, artinya disyaratkan jika pelaku mengetahui 

jika perbuatan nya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
26

 

3. Dolus indeterminatus: jenis dolus ini menjelaskan jika opzet itu dapat 

dilakukan secara alternatif -sebab itu dolus ini juga disebut dolus alternivus- 

yang berarti pelaku tidak memiliki sasaran utama dalam melakukan 

perbuatan nya, semisal seseorang melemparkan bom ke arah kerumunan 

orang sehingga menimbulkan banyak orang mati, tanpa punya target jelas.
27

 

                                                
24 Ibid. 
25 Ibid, hlm 310. 
26 Ibid, hlm 322. 
27 Ibid, hlm 311. 
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4. Dolus premeditatus: adalah opzet yang di lakukan dengan cara di pikirkan 

dan di rencanakan secara matang, semisal pembunuhan berencana.
28

 

5. Dolus repentinus/impetus: lawan dari dolus premeditatus, yaitu opzet yang 

dilakukan tanpa di pikirkan dan direncanakan secara matang. 

Seperti yang dijelaskan di atas jika pada dasarnya dolus juga memiliki arti sama 

dengan opzet yaitu kesengajaan, sementara, dalam tulisan ini penulis akan meneliti 

tentang apa masalah dari penerapan kleurloos opzet dalam pertimbangan hakim, oleh 

karena nya di sini akan dijelaskan secara ringkas pengertian dari kleurloos opzet, 

kleurloos opzet adalah jenis opzet yang apabila diterjemahkan menjadi kesengajaan 

tidak berwarna atau dengan pengertian lain yaitu seseorang tidak perlu mengetahui 

jika perbuatan nya itu bertentangan dengan hukum tetapi cukulah apabila ia 

memenuhi unsur dan elemen delik, kleurloos opzet yang dipakai sekarang memang 

sesuai dengan asas fiksi hukum yang telah di normakan ke dalam Undang-undang 

nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundangan-undangan pada 

pasal 87,
29

 maka wajar saja apabila dalam banyak putusan Hakim masih sering 

menggunakan kleurloos opzet dalam pertimbangan nya, seperti contoh “Putusan 

Nomor/15/Pid. Sus/2019/PN Mjl” dan juga “Putusan Nomor/81/Pid.Sus/2014/Pn 

Mln.
30

 

                                                
28 Ibid. hlm 312. 
29 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
30 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ di akses pada tanggal 10 november 2020 di akses 

pada tanggal 27 november 2020 pukul 12:21 WIB. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
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Penerapan kleuorloos opzet oleh karena itu dapat dikatakan sejalan dengan 

Perundang-undangan  terutama pasal 87 Undang- undang nomor 12 tahun 2011 yang 

berisi “peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 

mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Perundang-

undang an yang bersangkutan”,
31

 sampai disni praktik Hakim dalam menggunakan 

opzet jenis ini dalam pertimbangan atau dalam ratio decidendi 
32

 nya ketika membuat 

vonis adalah hal yang sesuai dengan Perundang-undangan dan dirasa tidak ada 

masalah ketika dipraktikkan. 

Namun yang kemudia menjadi masalah  adalah, apakah penerapan asas fiksi 

serta doktrin kleurloos opzet dalam pertimbangan Hakim telah didukung oleh 

sosialisasi, struktur hukum, kesadaran hukum masyarakat serta dukungan negara 

lainnya, kalau ternyata tidak, apakah doktrin kleurloos opzet tidak dapat setidak-

tidaknya tidak diberlakukan secara absolut dalam penggunaanya dalam pertimbangan 

Hakim sehingga ada proses pencarian keadilan yang lebih substantif yang lebih sesuai 

mempertimbangkan masalah kondisi masyarakat secara lebih holistik?  satu hal yang 

pasti, hukum pidana Indonesia merupakan produk tua sehingga relevansinya baik 

norma, asas, teori dan doktrin yang meliputinya sangat layak untuk di tinjau ulang, 

sebab mengapa? sebab hukum pidana bukan hadir untuk dirinya sendiri, hukum 

                                                
31 Ibid. 
32 Untuk penjelasan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam pertimbangan Hakim lihat W.M 

Geldart, Elements of English Law (New York: Oxford University Press, 1959) hlm. 10. Bandingkan 

dengan Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of 

American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, (USA: West Publishing Company, 1979) 

hlm 1135. 
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pidana harus di tujukan kepada tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum,
33

 

maka dari itu apabila ada norma atau doktrin yang berpotensi merugikan masyarakat 

hukum sudah selayaknya dilakukan perubahan dan revisi agar tercapai tujuan yang 

sebenarnya dari hukum pidana, hukum akan selalu tumbuh, bahkan asas legalitas pun 

bukan tidak mungkin ditinggalkan karena masih memiliki kekurangan pada dirinya 

sendiri, kekurangan itu terdapat pada sifat bergantung nya asas legalitas pada isi dari 

Undang-undang, jika norma Undang-undang tidak ditopang dengan rasa keadilan, 

kehendak umum, dan hati nurani maka ia hanya akan menjadi legitimasi kekuasaan 

saja, fungsi utama awal nya sebagaimana ungkapan para ahli hukum yaitu pelindung 

dari individu dan hak hak warga negara akan lenyap, ia hanya semata menjadi 

legitimasi bagi kekuasan politik dari penguasa,
34

 nilai kepastian hukum pun berubah 

menjadi kepastian langgeng nya kekuasaan, seiring berjalan nya waktu adalah hal 

yang mungkin asas legalitas akan digantikan, hal ini bukan sesuatu yang mustahil, 

karena dalam filsafat hukum tidak ada nilai yang mutlak, hukum itu memiliki 

antinomi nilai, dan di sini penerap hukum harus mampu menentukan nilai mana yang 

akan dikorbankan
35

 begitu juga dengan para pembuat hukum, dan bagi penulis 

mengorbankan nilai keadilan demi kepastian hukum adalah kecelakaan besar. 

                                                
33 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang 

undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm 14. 
34 Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas 

Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana (Malang : Setara Press, 2014) hlm 84. 
35 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta, Kencana, 2008) hlm 139. 
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Hal ini menjadi penting untuk dibahas oleh karena budaya dan kesadaran 

hukum masyrakat Indonesia masih rendah, yang berimplikasi kepada kondisi di mana 

meraka jarang mengetahui ada nya Undang- undang baru yang ternyata dapat 

membuat mereka menderita karena pemidanaan. Bahkan kepercayaan terhadap 

penegakan hukum sangat rendah,
36

 hal ini bukan persoalan sederhana, karena hukum 

yang ditegakkan dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat tidak akan 

efektif, hukum demikian hanya akan membuat penuh penjara oleh sebab negara 

hanya menindak namun tidak mendidik agar masyarakat peduli terhadap hukum, 

peran negara menjadi penting di sini bukan hanya sebagai kekuasaan yang menindak 

tapi mendidik, hal lain yang perlu disoroti adalah sosialisasi hukum yang sangat 

minim, ambil contoh saja omnibus law yang jarang sekali dilakukan sosialisasi, 

bahkan terkesan tidak menyerap aspirasi buruh
37

 begitu juga dengan Undang-undang 

KPK yang terbaru, bahkan KPK sendiri sebagai lembaga negara yang terkatit berdiri 

tegas  menolak terkait revisi yang dilakukan di karenakan banyak masalah seperti 

pembentukan nya yang terkesan tertutup yang di mana seharusnya pembentukan nya 

harus terbuka sehingga masyarakat bisa memberikan masukan, bahkan lebih lucu lagi 

ada salah penulisan di dalam redaksi pasal di Undang-undang a quo.
38

 Bukankah ini 

merupakan suatu gambaran situasi hukum yang carut marut ? 

                                                
36 https://www.indonesiana.id/read/110915/mengapa-kesadaran-hukum-kita-masih-rendah 

Diakses pada tanggal 3 september 2020 pukul 13:16 WIB. 
37 https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4921678/sosialisasi-ruu-omnibus-law-minim-

pengamat-masyarakat-masih-bingung Di Akses Pada Tanggal 3 September 2020 pukul 13:16 wWIB. 
38 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191014144227-12-439338/kpk-typo-dalam-revisi-

uu-efek-pembahasan-terburu-buru  di Akses Pada Tanggal 3 September 2020 pukul 13:17 WIB. 

https://www.indonesiana.id/read/110915/mengapa-kesadaran-hukum-kita-masih-rendah
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4921678/sosialisasi-ruu-omnibus-law-minim-pengamat-masyarakat-masih-bingung
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4921678/sosialisasi-ruu-omnibus-law-minim-pengamat-masyarakat-masih-bingung
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191014144227-12-439338/kpk-typo-dalam-revisi-uu-efek-pembahasan-terburu-buru
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191014144227-12-439338/kpk-typo-dalam-revisi-uu-efek-pembahasan-terburu-buru
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Cukup menarik jika keterbukaan pembentukan Undang undang dan sosialisasi 

yang minim masih ada bahkan dirasakan oleh orang-orang yang menjadi aktor 

penegakan hukum itu sendiri, bagaimana dengan saudara-saudara kita di pelosok 

daerah yang masih tertinggal,
39

 bagaimana dengan mereka yang jangankan berbicara 

mendapat akses informasi tentang hukum, untuk makan saja masih harus bertaruh 

nyawa, bagaimana dengan mereka yang masih kesulitan dengan teknologi bahkan 

penerangan berupa lampu saja masih menjadi barang mewah, lalu negara dengan 

santai menyatakan “ini negara hukum, setiap orang dianggap tau hukum” 

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum, tak 

terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, ignorantia jurist non excusat, 

ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan, seseorang tidak bisa mengelak dari 

jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan 

peraturan perundang-undangan tertentu, fiksi hukum sejatinya membawa konsekuensi 

bagi pemerintah, setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya 

hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat, kalau warga yang tak melek 

hukum lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat 

penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah.
40

 

                                                
39 Daftar daerah tertinggal dapat dilihat melalui  

https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut-perpres Di akses pada 

tanggal 3 september 2020 pukul 13:52 WIB. 
40https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-

sosialisasihukum-/ Di Akses Pada Tanggal 3 September 2020 Pukul 14:30 WIB. 

https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut-perpres
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasihukum-/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasihukum-/
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Dalam hukum pidana, asas legalitas, fiksi hukum dan kleuorloos opzet adalah 

hal yang berjalan berdampingan, hal ini wajar karena prinsip dasar itu telah menjadi 

prinsip dari perundang-undangan, maka berbicara tentang kleurloos opzet artinya 

secara tidak langsung kita juga akan larut dalam ketiga substansi itu karena pada 

hakikatnya ketiga substansi itu berjalan bedampingan, inilah point yang perlu juga 

untuk peneliti sorot yaitu negara yang belum melakukan pengintesifan legal 

communication, legal education
41

 kepada masyarakat sementara di sisi lain 

memberlakukan substansi yang demikian dapat dikatakan lalai dalam tanggung 

jawabanya. 

Kalau boleh penulis tantang sekiranya boleh kita bertanya  kepada salah 

seorang tetangga kita tentang apakah mereka tahu jika membiarkan orang lain yang 

membutuhkan pertolongan dalam bahaya maut
42

 adalah pelanggaran yang dapat 

dipidana kurungan, padahal KUHP kita yang keberlakuan nya untuk seluruh 

Indonesia telah berusia 62 tahun sejak diundangkan nya Undang-undang nomor 73 

tahun 1958, bukankah ini bukti kecil dari minim nya budaya tahu hukum dan sadar 

hukum ? apakah adil menerapkan doktrin kleurloos opzet pada terdakwa padahal 

terdakwa benar-benar tidak tahu hukum? sebab kalau kita berbicara alur penegakan 

hukum pidana terkhususnya Hakim, mereka para Hakim  haruslah sadar bahwa ia 

dalam melakukan pertimbangan di dalam tugasnya berada dalam design lingkup 

                                                
41 Esmi Warassih. Et al, Op. cit., hlm 68. 
42 Penjelasan dari kata bahaya maut lihat R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bandung: PT. Karya Nusantara) 

hlm 295. 
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agama sekaligus dalam bidang intelektual,
43

 dengan kata lain Hakim haruslah 

memutus berdasarkan pinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
44

 dalam 

hubungannya dengan lingkungan dalam arti luas tempat dia hidup dan sadar jika ia 

akan mempertanggung jawabkan putusan nya kepada tuhan, sebagaimana bunyi dari 

kepala isi putusan nya yaitu keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, jelaslah 

keadilan perlu di cari bukan sekedar menerapkan pasal atau doktrin, hal ini jelas 

karena seorang ahli hukum terkemuka yang bernama Gustav Radbruch pernah 

berkata, apabila terjadi perselesihan antara tata hukum dan keadilan, hingga tata 

hukum itu nampak tidak adil, maka pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.
45

 

Berdasarkan hal-hal seperti penulis telah paparkan di atas inilah penulis merasa 

perlu untuk mengangkat masalah di atas dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa 

skripsi yang berjudul “ANALISIS MASALAH TERHADAP PENERAPAN 

KESENGAJAAN TIDAK BERWARNA (KLEURLOOS OPZET) DALAM 

PERTIMBANGAN HAKIM”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan paparan di atas maka didapat beberapa masalah yang perlu 

diungkap sebagai berikut: 

                                                
43 Charles P. Nemeth, Op. cit., hlm 117. 
44 Buku Khusus yang Membahas Prinisp ini Lihat: Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan 

Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm 105. 
45 Theo Huijbers, Filsafat Hukum: Dalam Lintas Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982) hlm 

165. 
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1. Apakah penerapan kleurloos opzet dalam pertimbangan Hakim pada hukum 

pidana sudah didukung oleh faktor pendukung efektivitas penegakan hukum 

dalam penerapannya? 

2. Apa saja masalah-masalah yang timbul dari penerapan kleuorloos opzet dalam 

pertimbangan Hakim? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka 

penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menguji kecocokan penerapan kleurloos opzet dalam ilmu hukum 

pidana Indonesia apabila ditinjau melalui Faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas penegakan hukum, terutama dalam hal ini kesadaran hukum 

masyarakat negara Indonesia sebagai negara yang menerapkan nya. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam penerapan doktrin 

kleurloos opzet ditinjau dari perspektif keadilan substantive serta menawarkan 

solusi pada akhir penelitian. 

D. Manfaat penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 
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Dengan melakukan penelitian ini diharapkan nantinya penelitian ini dapat 

memberikan manfaat berupa perkembangan ilmu hukum pidana terkhususnya cara 

kita memandang suatu doktrin, teori maupun asas hukum dalam bidang hukum 

pidana. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi pendidikan 

ilmu hukum agar mulai mengembangkan dan menanamkan sifat kritis terhadap 

berlakunya suatu doktrin dan asas hukum melalui tinjauan terhadap sebab dan alasan 

munculnya suatu substansi hukum baik dari sejarah maupun ide yang melatar 

belakangi nya, penelitian ini juga ditujukan kepada perilaku Hakim dalam 

menjalankan tugasnya agar sekiranya mampu menjadi perspektif baru ketika 

melakukan pertimbangan nya dalam memutus suatu perkara pidana. 

E. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penulisan skipsi ini dibatasi pada permasalahan yang timbul dari 

penerapan doktrin kleurloos opzet dalam pertimbangan Hakim dalam hukum pidana 

dan kaitannya dengan asas legalitas serta fiksi hukum, serta pengujian relevansi 

substansi hukum tersebut diuji terhadap kondisi kesadaran hukum masyarakat hukum 

di negara Republik Indonesia dalam menerapkan substansi hukum yang demikian. 
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F. Kerangka Teori 

 

Teori hukum adalah ide dan pemikiran yang muncul dalam konteks tertentu dan 

pada situasi tertentu, dalam sebuah teori ada alasan kemunculan nya, sebab itu teori 

hukum disebut juga sebagai (A great anthropological document), yang berisi 

pergulatan manusia dalam menghadapi persoalan hidupnya, setiap teori 

memperlihatkan jawaban mereka dalam menghadapi sergapan zaman.
46

 

Sementara jika kita mencari luas cakupan teori hukum menurut pendapat para ahli 

maka Van Apeldoorn mengatakan jika yang dicakup dalam teori hukum ialah: 

1. Tentang pengertian hukum. 

2. Tentang obyek ilmu hukum, pembentuk undang-undang dan yurisprudensi. 

3. Tentang hubungan hukum dan logika.
47

 

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan teori 

berupa: 

1. Hukum Responsif 

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas oleh Nonet-Selznick di 

tengah kritik pedas Neo-marxis terhadap liberal legalism. Hukum responsif 

menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap kekuatan-kekuatan sosial dan 

                                                
46 Bernard L. Tanya, Op. cit., hlm 6. 
47 Munir Fuady, Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Loc, cit. 
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aspirasi publik, kepedulian pada aspirasi sosial, menyebabkan teori ini tergolong 

dalam wilayah sociological jurisprudence, yang mana menyerukan kajian yang lebih 

empirik melebihi batas-batas formalisme hukum, perluasan pengertahuan hukum 

serta peran kebijakan dalam putusan hukum.
48

 

2. Teori Hukum Progresif 

Dasar dari pemikiran hukum progresif adalah ingin mengembalikan prinsip dari 

hukum yaitu  “hukum untuk manusia” dengan filosofi tersebut, maka manusia 

menjadi penentu dan titik orientasi dari hukum, hukum bertugas melayani manusia 

dan bukan sebaliknya, oleh karena itu hukum tidak boleh dilepaskan dari kepentingan 

manusia, kualitas dari sebuah hukum ditentukan dari ukuran nya dalam memuaskan 

dan mengabdi kepada kebutuhan manusia,
49

 dengan teori ini para pelaku penegak 

hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan, mereka harus punya 

empati terhadap penderitaan rakyat, dalam teori ini para pelaku hukum progresif tidak 

lagi menunggu perubahan pada peraturan namun melakukan kreativitas dalam 

mencari keadilan yang tentu sesuai dengan koridor hukum. 

Namun tidak berarti hukum progresif ingin mengacuhkan peraturan yang ada, 

peraturan adalah hal yang tidak boleh dikangkangi semau mau nya, yang dititik 

beratkan dari hukum progresif adalah hukum yang merangkul baik peraturan maupun 

                                                
48 Bernard L. Tanya, Op. cit., hlm 185. 
49 Bernad L. Tanya, Loc. cit. 
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kenyataan dari kebutuhan sosial, 
50

 sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan, 

sebab hukum tidak mengabdi bagi dirinya sendiri tetapi bagi hal yang diluar dirinya, 

tidak seperti aliran legisme yang mengecualikan makna lain dari luar hukum, seperti 

keadilan, masyarakat, kesejahteraan, hukum progresif memasukkan itu semua 

kedalam dirinya sehingga hukum akan menjadi pengayom masyarakat. 

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kesejahteraan manusia dalam 

titik orientasi nya, maka hal- hal dari dalam diri manusia juga ikut dipertimbangkan 

seperti ekonomi, budaya, pendidikan, maupun masalah sosial alinnya,
51

 oleh sebab itu 

dalam dalam menghadapi masyarakat di mana persoalan masyarakat tidak hanya 

perihal hitam putih, aparat hukum dituntut untuk melangkah dengan terobosan dalam 

menjalan kan hukum, karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman
52

 dan 

persoalan dari keadaan kekinian yang sulit ditemukan dalam teks-teks hukum. 

Dengan paparan di atas, penulis merasa perlu menggunakan teori hukum 

progresif dalam menulis skripsi ini, dikarenakan teori ini penulis anggap sesuai 

dengan judul dari tulisan yang akan penulis kerjakan. 

G. Metode Penelitian 

 

                                                
50 Ibid. hlm 192. 
51 Ibid. 
52 Ibid. hlm 195. 
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Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. 

Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
53

 

1. Tipe Penelitian 

Fungsi dari metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah 

yang akan di teliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya, oleh 

karena itu, objek dan macam macam penelitian yang akan menetukan fungsi suatu 

penelitian,
54

 oleh karena itu perlu dikemukakan berbagai sudut pandang penelitian 

hukum adalah sebagai berikut : 

1. Dari segi sifat penelitian: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, 

penelian eksplanatoris. 

2. Dari segi bentuk penelitian: penelitian diagnostik, penelitian preskriptif, 

penelitian evaluative. 

3. Dari segi tujuannya: penelitian fact finding. Penelitan problem identification, 

penelitian problem solution. 

                                                
53 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar grafika, 2017) hlm 18. 
54 Ibid, hlm 21. 



21 

 

 

 

4. Dari segi penerapannya: penelitian murni, penelitian yang berfokus pada 

masalah, penelitian terapan. 

5. Dari segi penelitian hukum: penelitian normatif, penelitian empiris.
55

 

Pengertian penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas 

dalam ilmu hukum, sebab itu dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan 

metode penelitian hukum normatif. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical 

approach) serta pendekatan filsafat (philosophical approach) hal ini dikarenakan 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang menganilisa 

permasalahan hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar 

belakangi nya, atau bahkan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam 

penormaan.
56

 

2. Pendekatan historis (historical approach)  pendekatan yang dipakai untuk 

mengetahui dan memahami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang 

                                                
55 Ibid, hlm 22. 
56 https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-  

hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20ya

ng%20terkandung%20dalam%20penormaan diakses pada tanggal 4 september 2020 pukul 16:20 WIB. 

https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-%20%20hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-%20%20hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-%20%20hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
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serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah 

peraturan perundang-undangan.
57

 

3. pendekatan filsafat (Philosophical approach) adalah pendekatan yang sangat 

diperlukan dalam pendekatan penelitian hukum normatif, pendekatan ini 

bertujuan meneliti hukum secara dalam dan radikal. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Pada skripsi ini bahan hukum yang di gunakan adalah bahan yang di dapat 

melalui penelitian kepustakaan, dari hasil yang di dapat tersebut kemudian diperoleh 

bahan bahan hukum yang di perlukan berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan non hukum.
58

 

Sedangkan apabila di cari pengertian dari bahan hukum yang telah dibagi di 

atas, maka pengertian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, bahan 

hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan 

Hakim. 

2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas buku-

buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan Hakim. 

                                                
57 Ibid. 
58 Zainuddin Ali, Op. cit., hlm 47. 
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3. Bahan non hukum adalah bahan bahan yang oleh seorang peneliti hukum 

bila di pandang perlu, bahan-bahan non hukum itu adalah buku-buku, jurnal, 

laporan hasil penelitan mengenai ilmu ekonomi, politik sepanjang 

mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan.
59

 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan BahaN Hukum pada skripsi ini menggunakan metode 

studi pustaka, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian terhadap bahan-

bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi, setelah itu dilakukan analisa dan 

pendalaman tentang muatan dari bahan- bahan yang diperoleh sehingga didapatkan 

bahan hukum yang baik. 

5. Metode Analisis Bahan Hukum 

Pendapat hukum adalah analisis bahan hukum, pandangan, kesimpulan serta 

rekomendasi yang dibuat oleh penyusun memorandum hukum tentang kedudukan 

yuridis maupun persoalan hukum yang dihadapinya,
60

 oleh karena itu kalau bahan-

bahan penelitian telah didapat maka di uji terkait relevansi dan menganalisa nya di 

dalam penelitian yang akan dilakukan, analisa yang dilakukan haruslah dilakukan 

dengan  bijak, cermat dan berhati hati agar tidak mendapat kan hasil yang tidak di 

harapkan 

 

                                                
59 Ibid, hlm 57. 
60 Ibid. hlm 110. 
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H. Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dari penjabaran-penajbaran persoalan yang 

dipaparkan dalam skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu penarikan 

kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. 

I. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdi dari 4 bab, yang kesemua nya memiliki kerterikatan 

antara satu dengan yang lainnya, hubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya 

diatur sedemikian rupa agar tidak saling bertentangan hingga didapat suatu penulisan 

yang saling terhubung antar bab nya. 

BAB I PENDAHULUAN: Berisi mengenai pendahuluan berupa uraian latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

teori, metode penelitian, penarikan kesimpulan serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Berisi tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya 

penulis menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai persoalan-

persoalan yang timbul dengan menerapkan kleurloos opzet dalam pertimbangan 

Hakim, pengertian asas legalitas dalam hukum pidana secara luas, filsafat hukum, 

kaitan antara fiksi hukum dengan asas legalitas dan arti kleurloos opzet dalam hukum 

pidana. 
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BAB III PEMBAHASAN: Pada bab ini penulis menguraikan dan membahas 

mengenai jawaban penulis dari permasalahan yang diteliti yaitu masalah penerapan 

kleurloos opzet dalam pertimbangan Hakim, apakah kleurloos opzet didukung oleh 

faktor pendukung efektivitas penegakan hukum yang lain, serta apa solusi terhadap 

kekurangan dan masalah-masalah yang timbul dari penerapan subtansi hukum yang 

demikian. 

BAB IV PENUTUP: Berisi kesimpulan dari penulis atau peneliti dan memberikan 

saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan
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